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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 109 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBIAYAAN HORTIKULTURA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan 

Hortikultura; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 132 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN 

HORTIKULTURA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan 

buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, 

termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air 

yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, 

dan/atau bahan estetika. 

2. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk 

menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa 

yang berkaitan dengan Hortikultura. 

3. Pembiayaan Hortikultura adalah penyediaan dana, 

insentif, dan/atau fasilitasi untuk penyelenggaraan 

Hortikultura, Usaha Hortikultura, dan bantuan 

pengembangan usaha yang mendukung program 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Pelaku Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut 

pelaku usaha adalah petani, organisasi petani, orang 

perseorangan lainnya, perusahaan yang melakukan 

Usaha Hortikultura baik berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

di wilayah hukum Republik Indonesia. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Hortikultura. 
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Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi 

pembiayaan penyelenggaraan Hortikultura, pembiayaan 

Usaha Hortikultura oleh Pelaku Usaha, dan bantuan 

pembiayaan pengembangan Usaha Hortikultura, pembinaan 

dan pengawasan, dan anggaran.  

 

BAB II 

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA 

 

Pasal 3 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan 

pembiayaan penyelenggaraan Hortikultura.  

 

Pasal 4 

Kegiatan penyelenggaraan Hortikultura yang dibiayai meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; 

c. pengembangan Hortikultura; 

d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; 

e. penjaminan, dan penanaman modal; 

f. sistem informasi; 

g. penelitian dan pengembangan; 

h. pemberdayaan; 

i. kelembagaan; 

j. pengawasan; dan 

k. peran serta masyarakat. 

 

Pasal 5 

(1) Pembiayaan perencanaan Hortikultura sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pembiayaan 

seluruh tahapan perencanaan Hortikultura, yang 

meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, 

pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana. 
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(2) Rencana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas rencana Hortikultura jangka panjang, 

rencana Hortikultura jangka menengah, dan rencana 

Hortikultura tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Pembiayaan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi 

pembiayaan untuk: 

a. sumber daya manusia; 

b. sumber daya alam; dan  

c. sumber daya buatan. 

 

Pasal 7 

Pembiayaan untuk sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui 

pembiayaan atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia. 

 

Pasal 8 

(1) Pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi 

pembiayaan untuk pendidikan dan pelatihan secara 

berjenjang bagi pelaku usaha, penyuluh Hortikultura, 

dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan 

dan usaha Hortikultura. untuk memenuhi standar 

kompetensi.  

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi 

sumber daya manusia. 

 

Pasal 9 

(1) Pembiayaan dalam rangka peningkatan kuantitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi 

pembiayaan untuk meningkatkan kuantitas sumber daya 
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manusia pada kegiatan penyuluhan dan pelayanan 

Hortikultura. 

(2) Peningkatan kuantitas daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melalui kewajiban menyediakan 

paling sedikit: 

a. 1 (satu) orang penyuluh pegawai negeri 

sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; 

atau 

b. 1 (satu) orang penyuluh swasta dan/atau swadaya, 

di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan 

Hortikultura 

 

Pasal 10 

Pembiayaan untuk sumber daya alam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b mencakup penyelenggaraan: 

a. perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta 

peningkatan fungsi lahan; 

b. pemantauan, evaluasi, prakiraan, pendokumentasian, 

dan pemetaan pola iklim yang hasilnya disosialisasikan 

secara terbuka kepada masyarakat; 

c. penyediaan prasarana sumber daya air untuk menjamin 

ketersediaan air; dan  

d. inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, pemeliha-

raan, pemuliaan, dan rekayasa sumber daya genetik 

Hortikultura, serta penetapan sumber daya genetik yang 

terancam punah. 

 

Pasal 11 

(1) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf b, Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya, menyediakan 

pembiayaan berupa bantuan kepada pelaku usaha mikro 

dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana 

yang disebabkan oleh perubahan pola iklim. 
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